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MOTTO 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, allah maha penyayang 

kepadamu. (QS. AN NISSA’4 AYAT 29) 
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ABSTRAK 
 

ANALISIS KEKUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH 

KONSUMEN DALAM SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE 

DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 UU 

ITE. 

ALDI TRENDI 
 

Pada dasarnya, usaha bisnis online ini sama dengan bisnis offline seperti 

biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu 

dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan 

untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media 

internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli  

dan penjual tidak saling tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar 

kepercayaan. percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui Online Shop antara 

para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat dijadikan alat bukti dan sebagai salah 

satu alat pembuktian dalam menerangkan perjanjian yang dilakukan antar pihak 

dengan dasar kesepakatan bersama. Penelitian yang berjudul Analisis Kekuatan 

Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh 

Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah. 

metode penelitian yang di gunakan adalah hukum normatif yang berbentuk 

deskriptif pendekatan yang di gunakan dengan mengunakan Peraturan Perundang 

undangan (statue approach). Metode pendekatan Perundang-Undangan yaitu 

berarti meletakkan fokus penelitian pada materi Perundang-Undangan yang 

berlaku terhadap permasalahan mengenai kekuatan dan Perlindungan Hukum 

Penjual Akibat Pembatalan Sepihak Oleh konsumen Dalam Jual Beli Online. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Kekuatan 

Hukum Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adalah Mengunakan kekuatan hukum yang sama 

dengan jual beli pemesanan barang biasa yang di lakukan di dunia nyata. media 

elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik di 

perbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik sebagai alat media bisa 

digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli. Kedua : 

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh 

Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang- 

Undang Nomor 11 tahun 2008. Yang di atur dalam Pasal 12 Ayat 1, Ayat 3, Pasal 

30, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, UU No 8 Tahun 2008 UU ITE. 

Kata Kunci : Kekuatan Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Akibat Pembatalan, 

Konsumen, pre order, jual beli online. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latara Belakang 

 

Perkembangan usaha bisnis online di Indonesia saat ini menjadi salah satu 

hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat 

bisnis online, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan menjamurnya bisnis 

online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan pedagang ini, tingkat 

penipuan dalam bisnis online pun semakin meningkat.
1
 

Pada dasarnya, usaha bisnis online ini sama dengan bisnis offline seperti 

biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu 

dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan 

untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media 

internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli  

dan penjual tidak saling tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar 

kepercayaan.
2
 

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media 

elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh 

adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan 

oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, 

dll.
3
 

 

1
 Tira Nur Fitri, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum 

Negara,Jurnal Ilmia Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1, Maret 2017, hlm 56 
2
 Ibid,hlm.56 

3
 Ibid,hlm.57 
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Pre order adalah barang pesanan yang belum dibuatkan.pre order 

memungkinkan konsumen untuk menjamin segera saat rilis,produsen dapat 

mengukur berapa banyak pemintaan yang akan ada dan dengan demikian ukuran 

produksi awal berjalan, dan penjualan minimum.selain itu, tingkat suku bunga pre 

order yang tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan lebih jauh.
4
 

Pada akad pre order seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa barang 

yang ditawarkan ialah barang contoh yang kemudian dijual dengan cara 

pemesanan dahulu kemudian proses pembuatan sesuai keriteria yang disebutkan. 

Dalam online shop bukan hanya dalam akad pre order tapi juga dalam akad 

lainnya, kekurangan bisnis online ini ialah barang yang ditampilkan merupakan 

sebuah display atau gambar contoh yang kemudian terkadang menimbulkan 

perbedaan perspektif atau ekspektasi yang berbeda-beda pada pembeli sehingga 

kemudian menimbulkan kekecewaan saat barang diterima, namun hal ini 

merupakan sebuah resiko dari transaksi pada jual beli online, dimana pembeli 

maupun penjual seakan maklum atau sudah menjadi fenomena yang lumrah akan 

hal ini.
5
 

Oleh karena itu dalam transaksi pre order dalam online shop selain 

menampilkan barang contoh sebagai display untuk ditawarkan kepada pembeli, 

penjual pun menyebutkan mengenai  spesifikasi  produk  tersebut  berupa  

material (bahan kain) yang digunakan serta ukuran yang dijelaskan secara 

spesifik, yang kemudian spesifikasinya dapat diminta lebih detail oleh pembeli 

 
 

4
 Dafiqa Hasana, dkk, Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam 

Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Iqtishoduna, Vol. 8 No. 2, Oktober 2019, hlm 255 
5
 Ibid, hlm.256 
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kepada penjual untuk menghindari terjadinya perbedaan antara barang yang 

dipesan dan diterima.
6
 

Dalam payung hukum perlaksanaan perlindungan konsumen di indonesia 

di atur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. yang selanjutnya di sebut UUPK Perlindungan hukum terhadap 

konsumen merupakan kepastian hukum perlindungan terhadap pemenuhan hak- 

hak konsumen. Kepastian hukum yang di maksud dalamm pengertian ini meliputi 

segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memproleh atau 

menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan 

atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia 

kebutuhan konsumen.
7
 

Dalam Pasal 7 UUPK, mengatur mengenai berbagai kewajiban yang harus 

di penuhi pelaku usaha, ketika menawarkan dan menjual suatu produk, yakni:
8
 

a. Memiliki itikad baik saat menjalankan usahanya. 

 

b. Memberikan informasi yang sebenarnya, jelas, serta jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan kejelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas produk yang di jualnya. 

c. Tidak diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan atau melayani 

konsumen secara benar dan jujur. 

 

 

 
 

6
 Ibid,hlm.257 

7
 Sri Lestari Poenormo, Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan 

Konsumen, Jurnal Ilmiah Dejure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019,hlm 112 
8
 Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, Jurnal Ilmiah Serambi 

Hukum,Vol. 11 No. 11, Juli 2017,hlm 29 
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d. Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksinya 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. 

e. Memperbolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang 

serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. 

f. Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan 

atau jasa yang diperdagangkan 

Selanjutnya Pasal 6 UUPK mengatur tentang pelaku usaha mempunyai 

hak untuk dilindungi dalam perlindungan konsumen secara hukum: a, hak untuk 

menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan 

nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan. b. hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. c. hak 

untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen. d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang/atau jasa yang di 

perdagangkan. e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang 

Undangan lainnya. 

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, 

bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, 

walaupun sekarang ini sudah adanya Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi perlindungan dan kepastian hukum bagi 

para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di Internet masih 

belum mencukupi. Walaupun beberapa permasalahan yang ada sudah dapat 



5 
 

 

 

diselesaikan dengan munculnya UU ITE ini, namun mengenai masalah 

perlindungan konsumen dalam e-commerce masih perlu untuk dikaji lebih dalam, 

apakah UU ITE sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adannya kepastian hukum dari 

pihak penjual atau pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat perbuatan- 

perbuatan konsumen yang beritikat tidak baik dalam melaksanakan perjanjian 

dalam sistem pre order jual beli online. dari perbuatan konsumen semacam itu 

maka memunculkan isu hukum berupa kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat. 

sehingga untuk menyelesaikannya membutukan analisis hukum untuk melindungi 

hak pelaku usaha atas tindakan konsumen yang kurang baik. apakah pihak pelaku 

usaha harus pasra saja atas perlakuan konsumen nakal yang kerap dialami oleh 

pelaku usaha. 

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

skripsi. ”Analisis Kekuatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha 

Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual 

Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU 

ITE.” 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan ini menarik untuk dibahas 

dan penulis bermaksud untuk mengangangkat permasalahan tersebut sebagai 

kerya tulis berupa skripsi. 

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online 

 

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE.? 
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2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan 

Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online 

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 UU ITE.? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

1. Ruang lingkup 

 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang di bahas 

dalam skripsi ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu Kekuatan Dan 

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh 

Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Perspektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Maka penulis membatasi ruang 

lingkup pembahasan dengan menjelaskan tentang masalah Pre Order Jual Beli 

Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. 

2. Tujuan 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan menjelaskan : 

1. Kekuatan Hukum Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam 

Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh 

Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Perspektif 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. 
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D. Karangka Konseptual 

 

1. Kekuatan Hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan hukum.
9
 

2.  Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukum dalam bentuk prangkat hukum yang bersifat 

preventif maupun bersifat repsesif, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis.
10

 

3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian untuk menyelengarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi.
11

 

4. Akibat adalah kewajiban memikul kerugian yang di sebabkan oleh suatu 

kejadian (peristiwa) diluar kesalahan sala satu pihak.
12

 

5. Pembatalan adalah orang dengan berbagai alasan dapat menimbulkan 

kerugian kepada salah satu pihak berupa waktu, tenagga, financial, dan 

tidak dapat menerima barang yang di janjikan. Pembatalan yang 

 

 

9
 Yemima, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi 

Yang Tidak Benar di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamat Kecamatan Sail. Jurnal Ilmiah Jom Fakultas Hukum Vol 

3 No 2, Oktober 2016, hlm 4 
10

 Hamdalia, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Yang Beritikat Baik Dalam Jual 

Beli Tanah, Jurnal Ilmiah Lambung Mangkurat Law, Vol 1 No 2, September 2016, hlm 162 
11

 Yemina, Loc Cit, hlm 4 
12

 Ahmad Ansyari, Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2018 Tentang Imformasi 

Dan Elektronik (ITE), Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 07 No. 02, September 2019, hlm 119 
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dilakukan para piihak dapat juga menimbulkan kerugian kepada 

dirinya.
13

 

6. Sepihak adalah jika ada alasan-alasan yang cukup menurut undang- 

undang, maka perjanjian dapat ditarik kembali atau di batalkan secara 

sepihak.
14

 

7. Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga,  orng 

lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak tuk di perdagangkan.
15

 

8. Pre Order adalah barang pesanan yang belum di buatkan. Pre order 

memungkinkan konsumen untuk menjamin pengiriman segera saat rilis, 

produsen dapat mengukur berapa banyak permintaan yang akan ada 

dengan demikian ukuran produksi awal berjalan, dan penjual dapat 

yakin akan penjualan minimum.
16

 

9. Jual Beli Online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui 

media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.
17

 

10. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk 

dalam transaksi yang menggunakan system elektronik internet sehingga 

dalam bahasa undang-undang disebuttransaksi elektronik. 

 

13
 Gustina Sari Dan Alim Murtani, Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Pembatalan 

Pemesanan Pada Aplikasi Go-Food Dan Grab-Food, Jurnal Ilmiah Feb, Vol 1 No 1, 2018 Hal 179 
14

 Suyanto dan Ayu, pembatalan perjanjian sepihak menurut pasal 1320 ayat (1) kuh. 

Perdata tentang kata sepakat sebagai syarat sahnyan perjanjian, jurnal ilmiah pembatalan 

sepihak, vol 17, no 4, november 2017, hlm 7 
15

 Rosmawati, 2018, Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Depok, 

Prenademedia Grup, Cet Kesatu, hlm 86 
16

 Dafiqa Hasana dkk, Loc Cit, hlm 7 
17

 Tira Nur Fitri, Op.Cit, hlm.55 
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E. Metode Penelitian 

 

1. Sifat/Materi Penelitian 

 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menyelusuri prinsip-prinsip 

hukum, terutama yang bersangkut paut dengan Kekuatan Dan Perlindungan 

Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam 

Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008. di tinjau dari hukum perlindungan konsumen, maka jenis 

penelitiannya adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif (mengambarkan) 

dan tidak bermasud untuk menguji hipotesa. 

2. Sumber Data 

 

Dalam penelitian hukum normatif ini yang dikaji adalah bahan-bahan 

hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan.bahan-bahan hukum 

tersebut terdiri: adalah Bahan hukum sekunder, pendapat para ahli maupun 

penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan seperti; buku-buku,karya 

ilmiah hasil penelitian dan rancangan Undang-Undang (RUU). 

3. Alat Pengumpulan Data 

 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data 

yang terbaik. Dalam pengelolaan data tersebut, penulisan melakukan kegiatan 

editing, yaitu data yang di proleh di periksa dan di teliti lagi mengenai 

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya. Sehingga terhindar dari kekeliruan dan 

kesalahan. 

4. Analisis Data 
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Analisa data dilakukan secara kualitatif yang di pergunakan untuk menkaji 

aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis 

yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya 

satu sama lain untuk mendapatkan satu kesimpulan yang bersifat umum. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan  

proposal ini perlindungan perlu dikemukakan tenteng sistematika penulisan, maka 

penulis menyusun proposal ini dengan sistem per bab dan dalam bab terdiri dari 

sub-sub bab, penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

 

Pada bab ini merupakan pembahasan atau Latar Belakan proposal 

ini dibuat yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, penelitian terdahulu dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

 

Pada bab berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai 

landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi 

perkembangan data dan/atau informasi, baik secara subtansial 

maupun metode-metode yang relevan dangan permasalahan 

penelitian. (1. Kekuatan Hukum Dalam Sistem Pre Order Jual 

Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008. (2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat 

Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order 
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Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008. 

BAB II : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

BAB VI : Penutup 

 

Pada bagian penutup berisi tenteng Kesimpulan dan Saran yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan 

dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang 

ditetapkan. Sedangkan Saran dijadikan sebagai ide untuk 

memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat. 
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